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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Analisis Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik (Studi Putusan
Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg)” latar belakang dari penulisan ini adalah
Perkembangan saranan informasi dan kemajuan teknologi yang demikian pesat dan
telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia serta mempengaruhi
dan memberikan kemudahan dalam berbagi informasi. dibalik kemudahan tersebut,
banyak pengguna yang menyalahgunakan sarana ini untutk membagikan dan
menyebarluaskan konten-konten yang bermuatan penghinaan dan pencemaran
nama baik. pencemaran nama baik merupakan sebuah perbuatan pidana karena
merendahkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Rumusan masalah
ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi
dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg? dan Bagaimana
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor
245/Pid.Sus/2021/PN.Plg? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder.
kesimpulan ini mengerucut pada Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak
Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan
Elektronik Pada Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan
Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran nama baik, Informasi Elektronik
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari zaman ke zaman perkembangan teknologi semakin berkembang
dengan pesat, apalagi dibidang perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi
kemonukasi sudah berkembang tinggi jauh dibandingkan dengan teknologi
komunikasi masa dulu. Seiring berjalannya waktu berkembang cepat juga teknologi
informasi, keterbukaan informasi juga merambat secara luas dengan kebutuhan
manusia.

Informasi adalah hal utama globalisasi, terutama pada negara-negara yang
berambisi membangun dan mewujudkan perubahan.! Salah satu cara untuk
mendapatkan informasi pada era globalisasi ini melalui internet. Era globalisasi ini
ditandai dengan hadirnya masyarakat informasi (information society) yang
memanfaatkan teknologi internet dalam berbagai aktivitas keseharian.?

Keterbukaan informasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat, kemajuan di
bidang teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di
semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya
internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti

komputer atau handphone.?

! Faizin Sulistio, Cybercrime: Masalah Konsepsi dan Penegakan Hukumnya dalam buku
Hukum Pidana Dalam Perspektif, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), him. 125.

2 Danrivanto Budhijanto, Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE,
(Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 133.

3 Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi
Informasi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.3.



Salah satu bentuk penggunaan teknologi tersebut adalah melaui media
HandPhone. Handphone sudah menjadi kebutuhan setiap orang. HandPhone
memiliki beberapa aplikasi yang sangat mudah digunakan dalam kegiatan dan
aktivitas sehari-hari.

Dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi daninformasi
yaitu dengan munculnya internet memungkinkan terjadinya revolusiinformasi,
menjadikan informasi berada dimana-mana dan dapat diakses darimanapun juga
sehingga dijamin manusia tak kekuragam informasi.* Munculnyainternet sebagai
bentuk media baru (New Media) yang semakin lama dimanfaatkankalangan luas
dari berbagai lapisan untuk berkomunikasi, lalu munculnya istilah baru yang
disebut sebagai media sosial.

Media sosial dalam hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari media online
dimana penggunanya dapat melakukan interaksi secara mudah untuk berpartispasi,
berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, dan dunia virtual.
Jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum
digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media
sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas
dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan
pertukaran user-generated content (konten yang dihasilkan pengguna). Dalam 1
(satu) perangkat smartphone atau komputer bisa terdapat berbagai macam software
atau perangkat lunak yang memberikan fasilitas akses ke media sosial, diantaranya

ialah twitter, facebook, instagram, path, ask.fm, pinterest dan terutama Whatsapp.

4 Akbar, Panduan Cepat Menguasai Teknologi, (Yogyakarta: PT. Gava Media, 2006), hlm.
16.



Dewasa ini banyak terjadi tindak pidana terlebih lagi terjadi pada media
informasi dan elektronik atau media sosial terutama tindak pidana pencemaran
nama baik yang dilakukan media informasi dan elektronik. Jika dulu orang bisa
melakukan penghinaan dan pencemarann nama baik lewat perkataan lisan secara
langsung maupun dalam bentuk tulisan surat, sekarang dengan internet dan media
sosial orang dapat melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik di internet.
Aturan tentang pasal indak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang
ITE diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan
sebagai berikut:®

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah).

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang
dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan
yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, contohnya dengan sengaja menuduh
secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum.
Secara tertulisan yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, contohnya
menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama

baik.°

5 Indonesia, Undang-Undang Informasi dann Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun
2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 45 ayat. 3.
¢ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 191.



Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh
berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis dimailing list (milis),
meneruskan (forward) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di
media, mengungkapan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.

Padahal setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan
nama baiknya.” Oleh sebab itu, dalam hal ini negara melalui peraturan perundang-
undangan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan
nama baik setiap individu dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan
mengistilahkannya sebagai penghinaan. Terkait dengan tindak pidana penghinaan,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengistilahkannya sebagai
penghinaan umum dan khusus.

Di Indonesia, masalah dari Cyber Crime seperti pencemaran nama baikjuga
bisa dikatakan mulai diperhatikan sebagai suatu masalah yang serius. Dengan
masuknya Indonesia ke dalam era globalisasi, khususnya dalam hal hubungannya
dengan dunia cyber, berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia mulai
mendapatkan pengaruh dari dunia cyber tersebut.

Oleh karenanya tidaklah mengherankan bila mulai bermunculan kasus-
kasus kejahatan yang berhubungan pula dengan dunia cyber tersebut. Pada masa-
masa awal munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan Cyber Crime di
Indonesia, masalah ini merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh

Indonesia.

7 Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014,
Hlm. 113.



Sebagai suatu negara yang masih baru dalam memasuki dunia Cyber Crime
, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan masih terdapat
banyak kelemahan, terlebih pada penginformasian dan sosialisasi UU ITE pada
masyarakat. Sebagaimana yang telah terjadi belakangan ini, muncul berbagai kasus
dengan tuduhan penghinaan/pencemaran nama baik.

Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan
penahanan dan pemenjaraan. Kasus-kasus ini temasuk dalam Cyber Crime karena
terjadi dalam konteks penyebaran informasi melalui sarana informasi elektronik.
Selain berujung pada tindakan penahanan, konsekuensi lain yang muncul juga
terjadi berupa pengajuan gugatan pada pengadilan dan permintaan maaf serta
ancaman pengeluaran dari institusi tempat bekerja atau sekolah.

Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik di Indonesia, seperti kasus Studi
Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg kasus ini bermula dari terdakwa bernama
Nurfatimah, S.Pd Als Nur Binti M.Dani berumur 50 tahun yang adalah salah satu
pekerja atau mantan guru pada Yayasan Perguruan Islam Azhariyahh (YPIA)
Yayasan Perguruan Islam Azhariyah (YPIA) Yang melakukan pencemarannama
baik di dalam group Whatsapp dilingkungan SMP Azhariyah Damai yang
pesertanya berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang dan terdakwa adalah salah satu
peserta di dalam Group Whatsapp tersebut dan bahwa terdakwa yang merasa
sebagai cucu pendiri Yayasan Azhariyah serta terdakwa merasa sakit hati karena
suami terdakwa yang bernama Chaidir Ali dipecat dari Yayasan Azhariyah dan
menyebarkan postingan kata-kata yang dianggap merusak citra Yayasan dan

membuat kegaduhan.



Kata-kata yang dibuat dan dikirimkan terdakwa dengan mudah membuat
anggota group whatsapp mengakses kata-kata tersebut dan membuat Yayasan
Perguruan Islam Azhariyah (YPIA) merasa tercemar dan merasa terhina sehingga
terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45
ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008
tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dan Hakim menjatuhkan putusan
pemidanaan selama 6 bulan penjara. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk
menganalisis pertanggungjawaban pidana mengenai penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik di internet dan analisis putusan terhadap pertimbangan
Hakim. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah
tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Putusan Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan

Elektronik (Studi Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg)

B. Rumusan Masalah
Melihat dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dari itu dapat
diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik pada
Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg ?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik

pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg ?



C. Tujuan Penelitian
Pada penulisan skripsi ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan
icapai. Berikut tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media
Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media

Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan
adanya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat
teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Penulisan Skripsi ini diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat hukum
dalam menambahkan sebuah pengetahuan tentang Pertimbangan Hukum
Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan
Melalui Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor
245/Pid.Sus/2021/PN.Plg yang merupakan suatu kejahatan dalam
prespektif hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.
b. Penulisan Skripsi ini juga diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat
hukum  dalam  menambahkan  sebuah  pengetahuan  tentang

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran



Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan
Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.
2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diinginkan untuk memberikan dan menambahkan
sumber informasi jawaban atas Pertimbangan Hukum Hakim dalam
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi
dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan

Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sangat penting untuk diterapkan dalam penelitian
supaya bahasan dalam penelitian lebih jelas dan juga menghindari
pembahasan yang menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang
dibahas. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini
dengan membahas tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak
Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan
Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan

Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.



F. Kerangka Teori
Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini supaya memperkuat
kebenaran dari permasalahan yang di bahas sehingga menggunakan teori sebagai
berikut :
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing
pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal
responbility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana
dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa
dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau
tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.
Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat
melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan
tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentukkesengajaan
atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan
yang dilakukan tersebut.?

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana
kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzer) atau lalai (culpa).® Hal ini
menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang,
diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya

unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti

8 Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta:
Storia Grafika, 2002), hlm. 54.

® Musa Darwin Pane, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi :
Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi,
(Bandung: Logos Publishing, 2017), him. 54.
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pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga
pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.®

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh

masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas
perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan
yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela
ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si
pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya
tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak,
jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang
telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu
tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab
atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat
melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau
rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut
kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu
bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.™

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa
terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana
atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan

sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana

10, M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015),
hlm. 205.
' Moeljatna, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 49.



11

dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena
perbuatannya itu.*?

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang
dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud
adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan
yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh
terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena padadirinya
tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin
ada.’® Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk
mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan
tertentu yang telah disepakati.™

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah
beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran
tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal
atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun
seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya
ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan

bertanggungjawab seseorang.

12 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian
Dasar Dalam Hukum Pidana, cetke-3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), him. 23.

13 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Siatem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan
dan Penerapan, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 21.

4 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua, ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.
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2. Teori Ratio Decidendi

Ratio decidendi merupakan dasar hukum suatu putusan dijatuhkan.
ratio decidendi secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui
doktrin “stare decisis”. Pertimbangan hukum yang mengikat masuk dalam
kategori “ratio decidendi” atau rasio keputusan yang langsung berkaitan
dengan kesimpulan dan amar putusan, sedangkan selebihnya biasa disebut
dengan “obiter” atau “obiter dictatum”.*®

Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran
“menimbang” atau “pokok perkara”. Ratio decidendi dapat ditemukan dengan
memperhatikan fakta materiil dan Putusan yang saling berlawanan. Yang
menentukan adalah ratio decidendi atau alasan-alasan hukum yang
dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Fungsi ratio decidendi atau legal reasoning adalah sebagai sarana
mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik
hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara masyarakat dengan
pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau
kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama
menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum,
sikap tindak aparatur hukum dan Lembaga peradilan.

Tindakan  hakim untuk memberikan alasan-alasan  yang
mengarahkann kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai
insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. Ratio tersebut bukan

tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio

15 Laurences Aulina, Mengenal Ratio decidendi Dan Obiter Dicta, Artikel (September
2020), Him. 2.
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dapat ditemukan dengan memperlihatkan fakta materiil dan putusan yang
didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat
terjadi 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang
menentukan ratio decidendi putusan tersebut.*®
Ratio decidendi harus didasarkan pada landasan filsafat yang
mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan
pokok perkara yang disangketakan, kemudian mencari perundang-undangan
yang relevan dengan pokok perkara yang disangketakan sebagai dasar hukum
dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada
motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi
para pihak yang berperkara
Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim

dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati
Nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar
putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung
pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang
bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang
berkaitan dengan pokok perkara seperti:

a. Aspek Pendidikan (education)

b. Aspek kemanusiaan (humanity)

c. Aspek kemanfaatan

d. Penegakan hukum (law enforcement)

e. Kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

16 Peter Mahmud Marzuki, Penemuan Hukum oleh Hakim, (Jakarta: Graha Ekspress, 2000),
hlm. 119.
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Putusan hakim dalam suatu perkara mempertimbangkan yang sifatnya
sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai
pokok perkara yang diajukan, dimana hal ini disebut dengan obiter dictum,
dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenaipokok
perkara secara langsung disebut sebagai ratio decidendi, pertimbanganatau
alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum
yang merupakan dasar putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa.'’

Pada dasarnya dalam ratio decidendi hakim berpacu dalam peraturan-
peraturan perundang-undangan, yang memuat aturan terhadap kasus a quo
yang mengingat hakim tidak dapat hanya bersumber pada putusan

sebelumnya atau yurisprudensi.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan
mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang
absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan
melalui bahan hukum doktrinal dan bahan pustaka, sesuai apa yang tertuang
dalam peraturan perundang-undangan (law book) atau hukum yang

dirancangkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang

17 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hlm. 54.
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berperilaku yang dianggap pantas.’® Sehingga penelitian ini berdasarkan
analisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan
dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-
pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu
a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) Pendekatan
perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan Pertimbangan
Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang
Dilakukan Media Informasi dan Elektronik Pada Studi Putusan Nomor
245/Pid.Sus/2021/PN.Plg) dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui
Media Informasi dan Elektronik Pada Studi Putusan Nomor
245/Pid.Sus/2021/PN.Plg).
b. pendekatan kasus (case approach) melalui pendekatan kasus yang
terjadi dalam studi Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.
3. Jenis Dan Bahan Penelitian Hukum
Sumber bahan penelitian hukum ini menggunakan bahan sekunder
yang sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

18 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 123.
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan
perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi,
dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek
penelitian.

Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi
Elektronik.

5) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini
meliputi, buku, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan, pendapat
dari para ahli, dan juga hasil-hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan sebuah

penjelasan mengenai dua bahan hukum diatas, bahan hukum tersier ini
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meliputi indeks, ensiklopedia serta kamus yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode
penelitian kepustakaan (/ibrary research) yang berasal dari buku-bukukarya
ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai hukum pidana,
dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan
pidana yang dibahas dalam skripsi.

Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif,
yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan.’® Pada penelitian
ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa
pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana wajarnya
penelitian hukum normatif. Lalu hasil analisis akan dihubungkan dengan
permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian
objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.
Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang
dilakukan secara deduktif yaitu kerangka atau cara berpikir yang bertolak
belakang dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk
mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus, sehingga

mencapai tujuan yang diingink

19 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 105.
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